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BUPATI TEMANGGUNG 

PERATURAN BUPATITEMANGGUNG 

NOMOR2"-fTAHUN 2013 

TENTANG 

STANDAR BI'.AYA PREMI ASURANSI JAMirAN PEMBLIHARAAN KESEHATAN PIMPINAN 
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

' KABUPATEN TEMANGGUNG BESERTA KELUARGANYA 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TEMANGGUNG, 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah beserta keluarganya diberikan 
jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk 
pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga 
asuransi, yang pembayarannya dibebankan dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

b . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Standar Biaya Premi Asuransi J aminan Pemeliharaan 
Kesehatan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Ka bu paten Temanggung Beserta 
Keluarganya; 

1. Undang-Undang 
Pem ben tukan 

Nomor 13 Tahun 1950 
Daerah-daerah Ka bu paten 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

tentang 
Dalam 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentan g Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuanga n Antara Pemerin ta h Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 5043); 

7 . Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, tentang 
Kedudukan Keuangan. Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

8 . Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwa kilan Rakya t Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2007 Nomor 
4 7, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia 
Nomor 47); 

9 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 200 5 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lemba ran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4 578); 

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/ J asa Pemerin tah se bagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir denga n Peraturan Presiden 
Nomor 70 Tahun 2012 tentang Peru bahan Kedua Atas 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 20 10 tentang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Teman ggung Nomor 4 Tahun 
2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakya t Daerah 
Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten 
Temanggung Tahun 2005 Nomor 4) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung 
Tahun 2007 Nomor 12); 

12 . Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan 
Wakil Bupati Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten 
Temanggung Tahun 2008 Nomor 11); 



Menetapkan 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 
Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 
Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Temanggung Nomor 23); 

14 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2013 
sebagaimana telah cliubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 ten tang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 
2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2013; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PREMI 
ASURANSI JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI 
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG BESERTA 
KELUARGANYA TAHUN ANGGARAN 2014 . 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung. 

2 . Bupati adalah Bupati Temanggung. 

3 . Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung. 

4 . Pimpinan DPRD adalah Ketua dan para Wakil Ketua Dewan 
PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Temanggung. 

5 . Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Temanggung. 

6 . Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Temanggung. 

7 . Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung. 

BAB II 

STANDAR BIAYA 

Pasal2 

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan Jamman 
pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran prem1 asurans1 
kesehatan. 



1 
( ~ ) Keluarga pimpinan dan anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan 

kesehatan yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak. 

Pasal3 

Premi asuransi kesehatan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan 
kepada Perusahaan Asuransi yang ditunjuk oleh Sekretariat DPRD selaku 
Pengguna Anggaran melalui proses pengadaaan barang dan jasa sesuai 
ketentuan perundang- undangan yang berlaku. 

Pasal4 

Premi asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud. dalam Pasal 2 ditetapkan 
sebesar paling tinggi Rp . 275.000,- (Dua Ra'tus Tujuh Puluh Lima· Ribu Rupiah ) 
Per Jiwa Per Bulan, yang digunakan untuk: 
(1) Biaya asuransi kesehatan yang terdiri dari; 

a . Biaya asuransi rawat inap; 
b . Biaya asuransi rawat jalan. 

(2) Biaya general check up. 

Pasa15 
Premi asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan 
pada APBD dan dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD. 

BAB III 

PENUTUP 

Pasal6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung. 

Diundangkan di Temanggung 
pada tanggal 9-9 DtcmB~013 

Plh. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TEMANGGUNG, 

KEPALA BAPPEDA 

BAMBANG DEWANTORO 

Ditetapkan di Temanggung 
pada tanggal zy o~..6er-2013 

BUPATI TEMANGGUNG, 

M. BAMBANG SUKARNO 

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2013 NOMOR S-f 


